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Permasalahan dari penelitian tahun pertama ini adalah untuk mencari data-data,
faktor-faktor dan informasi yang akurat mengenai berbagai aspek, peranan dan
pemanfaatan pranata kemitraan di bidang industri logam yaitu pola subkontrak

Tujuan khusus penelitian dengan menghimpun data, faktor dan informasi yang
akurat tersebut adalah untuk terwujudnya gambaran yang nyata tentang hubungan
hukum kemitraan yang terjalin antara perusahaan industni besar scbagai kontraktor
dan perusahaan industri kecil sebagai pasangan usaha, yang tercermin dari peraturan-
peraturan hukum yang mengatur tentang usaha kecil dan pranata kemitraan dan dari
klausula - klausula perjanjian kemitraan antar perushaan industri besar dan
perusahaan industri kecil, serta sesama pengusaha industri kecil,

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa dalam praktek pelaksanaan
kerjasama kemitraan vyang dilakukan oleh peruaahsaan industri besar scbapai
kontraktor dengan perusahaan pasangan usahanya yaitu peruabaan industri kecil
sebagai subkontraktor ternyata tidak sesuai dengan teori dan karakteristik kerjasama
ker;litraan pola subkontrak

Terdapat beberapa penyimpangan yang menonjol dalam praktek kerjasama
kemitran usaha yaitu dalam isi perjanjian, pembayaran, tidak adanya pembenan

pinjaman modal atau sebagai penjamin kredit dan dalam bimbingan tteknis.



Hasil penelitian ini kemudian dapat dapat menjadi dasar penyusuan konsep
pd!a pembinaan dan pengembangan pranata kemitraan. Konsep pola-pembinaan dan
pengembangan yang disusun adalah konsep pola rancangan perundang-undangan
yang mengatur antara lain tentang pengertian (pranata kemitran, kontrak, subkontrak
dan lain-lain), asas dan tujuan subkontrak, ruang lingkup, hubungan hukum para
pihak, hak dan kewajiban para pihak, ketentuan pidana dan ketentuan penﬁtup.
Konsep pola berikutnya yang disusun adalah konsep petunjuk pelaksanaan untuk
departemen teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan usaha kecil,
dimana konscp pola pembinaan dan pengembagan ini akan mengatur secara
mendetail mengernai hubungan hukum, hak dan kewajiban serta tanggung jawab
para pihak baik perusahaan industri bear maupun perusahaan industri kecil sebagai
perusahaan pasangan usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan suwatu pola pembinaan dan
pengembangan bagaimana hubungan hukum antar perusahaan industri besar dan
perusaahan industri kecil seabagat pasangan usaha scharusnya terjadi, dengan
memperguanakan asas-asas dan karakteristik pranata kemitaan. Metodologi yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah format penclitian bagaimanana dan
mengapa hal terjadi dengan berfokus pada peristiwa-peristiwa yang kontemporer

yang mememihi persyaratan
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BAB I
PENDAHULUAN

Dalam perkembangan perckonomian Indonesia industri kecil dan mén;;;gah
memiliki peran yang strategis. Usaha kecil mampu sebagai peniyedia lapangan kerja
yang cukup besar , alat distrtbust dan juga peran dalam perolehan devisa.  Industri
kecil memeriukan dukungan yang luas dan mendalam Jari pertumbuhan dan
perkembangan industri kecil dan menengah sehingga pembangunan di Indonesia di
sektor industri tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan industti yang berskala besar
dan bermodal kuat. '

Pembangunan )i bidang ekonomi dan bidang hukum haruslah saling
mendukung, Dalam kenyataannya dalam praktek banyak tindak an-tindakan ekonomi
tidak ada peraturan hukumya. Scringkali peraturan hukum muncul kemudian unt&k
mengatur telapi tidak memperhatikan kaidah-kaidah dan asas perundang-undangan,
Sehingga yang muncul kemudian adalah peraturan yang tidak memperhatikan asas
perlindungan kepentingan kedua belah pihak.

Keberhasilan pembangunan mempunyai akibat satu diantaranya makin
maraknya pertumbuhan sekior usaha. Sektor usaha industri kecil terdapat kelemahan
antara lain di bidang memasarkan, bahan baku dan teknologi yang dikehendaki.
Dalam mengatasi kekurangan int ialah dilakukan dengan kemitraan,

Konsep kemitraan telah dapat diterima oleh kalangan pengusaha khususnya
kalangan usaha kecil dan _ko;ﬁerasi, karena menurut mereka dAirasakan bahwa
kehadiran kemitraan dibutuhkan oleh kalangan usaha kecil dan koperasi.

Dalam banyak hal timbul kendaia-kendala dalam melaksanakan secara optimal
pranata kemitraan ini.  Salah satu kendala yang terbesar adalah adanya
penyimpangan-pen‘yimpangan dari karakteristik pranata kemitraan dalam prakteknya.

Penyimpangan-penyimpangan  antara  lain  adalah dalam  pembagian
keuntungan, pemberian kredit/ jaminan kredit, alih teknologi dan keterkaitan usaha
yang sangat diperlukan dalam jaminan investasi. Kondisi-kondisi tni akan sangat
merugikan bagi perusahan pasangan usaha yang kebanyakan adalah pasangan usaha

kecil dan koperasi.
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Maka dari itu perlu adanya campur tangan pemerintah untuk menghilangkan
dominasi perusahaan besar dalam pembuatan perjanjian dan pelaksanan perjanjian
kemitraan terhadap perusahaan mitra. Campur tangan pemerintah tersebut berupa
adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kemitraan yang menjamin
hubungan hukum yang seimbang antara kedua pihak yaitu perusahaan besar dengan
perusahaan mitra { usaha kecil dan koperasi). Peraturan-peraturan perundangén
mentgcnai kemitraan yang ada selama ini terasa kurang terutama karena tidak adanya
peraturan perundangan yang secara khusus mengatur usaha kemitraan, Sehingga hak,
kewajiban dan tanggung jawab para pihak (perusahaan mitra dan pasangan ) tidak
terlindungi secara maksimal.

Penelitian int akan berusaha untuk menyusun suaatu model pengaturan pranata
kemitraan demi menjamin kedudukan hukum yang seimbang, yang didasarkan pada
perilaku-perilaku para pelaku bisnis vaifu perusahan besar dan  perusahan mitra
usaha, serta berdasarkan juga pada peraturan-peraturan hukum tentang kemitraan

dan peraturan tentang usaha kecil.

Subyek penelitain

Subyek penclitian berdasarkan jenis material yang akan diteliti adalah
peraturan-pecraturan hukum terutama peraturan-peraturan yang menyangkut pranata
kemitraan, peraturan - peraturan mengenai usaha kecil, yang akan dipergunakan
untuk mengetahui tingkat kemampuan serta ketidak mampuan pemanfaatan dan

nengembangan pranata kemitraan.

L.okasi penclitaian

Dalam penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang meclakukan kemitraan
usaha khususnya di bidang industri logam dengan beberapa pertimbangan bahwa
diantara industri-industri kecil, industri logam khususnya yang terkait dengan
industri kendaraan bel;motor, dan permesinan merupakan jenis industri yang paling
potensial untuk dikembangkan dengan  pola kemitraan subkontrak, karena
berkembangnya industri logam, dan mesin pada tahun 1995 mencapai 10 %,

sehingga memberikan peluang pasar bagi usaha kecil penghasil komponen untuk



memanfaatkan peluang terscbut Disamping itu penggunaasn bahan baku dalam
industri logam dapat dimanfaatkan secara optimal melaw divcrsiﬁli‘(asi usaha dan
produk dalam industri logam dan dapat di standardisai serta  sifat permintaannya
fluktuatif.

Obyek penelitian adalah perusahaan besar sebagai kontraktor yang meliputi
PT Kubota Indonesia, PT Komatsu, PT Dhermnar Nusantara dan  perusahaan
pasangan usaha sebagai subkontrak dari perusahaan kontraktor PT Komatsu, PT
United Tractor, PT Yanmar, PT Agrindo, PT Natra Rﬁya yang berbentuk perusahaan
kecil yang terdiri dari PT Karya Paduyasa, CV Gemilang, CV Takaru, PT Suyuti
Stdomaju, PT Baja Kurnia, CV Bonjor Jaya serta sesama industri kecil yang

melakukan kerjasama subkontrak yaitu CV Target.

Hasil yang diharapkan

Berdasarkan pendapaat bahwa fungsi hukum adalah sebagai "the tool of social
engineering” dan scbagai "the agent of modernization”, maka penelitain ini
ditargertkan untuk dapat menemukan model pengaturan pranata kemitraan yang tepat
sehingga dapat memberikan kedudukan hukum yang seimbang dan maksimal
kepada kedua bclah pihka yaitu pengusaha kecil selaku perusahaan pasangan usaha
dan perusahaan besar, schingga tercapai tujuan untuk mendukung pengembangan,
pemberdayaan dan pembinaan usaha kecil sebagai salah satu komponen partisipan

pembanguan nasional yang produkttif.





